BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan yuridis dibalik disparitas penerapan hukum dalam
penanggulangan kasus-kasus prostitusi dipengaruhi oleh banyaknya peraturan
yang mengatur mengenai prostitusi, dan antara satu dengan lainnya tidak
dapat saling menyelaraskan, karena tingkatannya berbeda, seperti undang-
undang dan perda. Disatu sisi undang-undang mengatur secara jelas mengenai
sanksi pidana terhadap mucikari dan orang yang memanfaatkan/
menggunakan pelacur yang merupakan korban perdagangan orang, disisi lain
perda mengatur sanksi pidana terhadap pelacur sebagai pelaku. Polisi secara
independen tidak dapat menggunakan perda untuk menjerat pelacur, dan
Satpol PP tidak dapat menggunakan undang-undang untuk menjerat para
pelaku prostitusi, namun dalam hal menjerat mucikari maupun pelacur
sekaligus belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebaiknya pemerintah sebagai
pembentuk peraturan perundang-undangan membentuk peraturan baru yang
mengatur secara khusus mengenai prostitusi, baik mengatur mengenai siapa
saja pelaku yang dapat dijerat maupun mengatur mengenai jenis-jenis praktik
prostitusi apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana, mengingat seturut
dengan berkembangnya jaman menyebabkan praktik prostitusi menjadi

beragam dan bervariasi. Terhadap para penegak hukum, selama belum ada
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peraturan yang mengatur secara jelas, sebaiknya patut mempertimbangkan
aturan-aturan lain yang dapat dikenakan terhadap pelacur yang bukan
merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Terhadap masyarakat,
sebaiknya turut aktif melapor adanya aktifitas prostitusi yang mengganggu
ketertiban umum, karena dengan turut sertanya masyarakat maka penegakan
hukum akan semakin baik dan merata terhadap pelaku-pelaku pelanggaran

maupun kejahatan.
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
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YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / [JIN
070/REG/V/584/4/2016

Membaca Surat  : WAKIL DEKAN | FAKULTAS HUKUM Nomor 302/V

Tanggal - 19 APRIL 2016 Perihal - IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakuken Kegitan Penelitian dan Pengembangan di
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Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tenteng Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi
Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakara.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama :JUSTICIA PARAMITHA ANGELA HANDYKAPUTRI NIP/NIM : 120510839
Alamat  : FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Judul :DISPARITAS PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KASUS-KASUS
PROSTITUSI ’

Lokasi

Waktu :21 APRIL 2016 s/a 21 JULI 2016

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY
kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda
DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah
disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperuan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan
perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 APRIL 2016
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

ety

Tembusan : :
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN | FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4, YANG BERSANGKUTAN
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WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 070/1637
3011/34
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Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian,
Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
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Diijinkan Kepada : Nama . JUSTICIA PARAMITHA ANGELA H
No. Mhs/ NIM : 120510839
Pekerjaan . Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat . JI. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : DISPARITAS
PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KASUS-KASUS
PROSTITUSI
Lokasi/Responden . Kota Yogyakarta
Waktu : 21 April 2016 s/d 21 Juli 2016
Lampiran . Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan . 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. lzinini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan

seperlunya
Tanda Tangan _ ikeluarkan di : Yogyakarta
Pemegang lzin anggal : 22 April 2016
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Tembusan Kepada :
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3.Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
5.Kapolresta Yogyakarta
6.Ka. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta
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